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ABSTRAK 

Syifa Tandra Aprilika, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan 
 

“Evaluasi Kebijakan Pajak Penghasilan Perusahaan Digital di Indonesia” 

Pajak Penghasilan Badan yaitu kontribusi terkait apapun yang menjadi penghasilan 

Badan yang dapat diperoleh dari luar negeri dan dalam negeri oleh Wajib Pajak Badan. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui implikasi serta upaya-upaya yang 

dilakukan pemerintah terhadap proses evaluasi kebijakan pajak penghasilan 

perusahaan digital, mengetahui peran pemerintah terhadap evaluasi kebijakan pajak 

penghasilan digital terkait Undang-Undang P3B, dan mengetahui skema Pajak 

Transaksi Elektronik terhadap kebijakan pajak penghasilan digital di Indonesia. Jenis 

penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data penelitian 

yaitu wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyebutkan 

bahwa kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan perusahaan digital di Indonesia masih 

dalam proses pembahasan melalui konsensus global. Pemerintah sempat melakukan 

upaya untuk mengatasi hal ini dengan merencanakan penerapan skema Pajak Transaksi 

Elektronik. Evaluasi kebijakan terhadap implikasi Pajak Penghasilan perusahaan 

digital dan skema Pajak Transaksi Elektronik belum memenuhi kriteria evaluasi 

kebijakan, sedangkan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan peran pemerintah 

terkait Undang-Undang P3B memiliki hasil evaluasi hanya efisien dalam memenuhi 

kriteria.  

 

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Evaluasi Kebijakan, Perusahaan Digital 
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ABSTRACT 

Syifa Tandra Aprilika, Study Program Applied Bachelor of Financial Accounting 

“Evaluation of Digital Company Income Tax Policy in Indonesia” 

Corporate Income Tax is any related contribution that becomes corporate income that 

can be obtained from abroad and domestically by the Corporate Taxpayer. The 

purpose of this study is to find out the implications and efforts made by the government 

on the evaluation process of digital corporate income tax policies, to know the 

government's role in evaluating digital income tax policies related to the P3B Law, and 

to know the Electronic Transaction Tax scheme for digital income tax policies in 

Indonesia. This type of research is descriptive qualitative research. Research data 

collection methods are interviews, literature studies, and documentation. The results 

of the study state that the policy of imposing income tax on digital companies in 

Indonesia is still in the process of being discussed through global consensus. The 

government had made efforts to overcome this by planning the implementation of the 

Electronic Transaction Tax scheme. The policy evaluation of the implications of the 

digital company Income Tax and the Electronic Transaction Tax scheme has not met 

the policy evaluation criteria, while the efforts made by the government and the 

government's role related to the P3B Law have only efficient evaluation results in 

meeting the criteria. 

 

Keywords: Income Tax, Policy Evaluation, Digital Company 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Kehadiran perusahaan digital di Indonesia saat ini cukup banyak, diantaranya 

seperti PT Anabatic Technologies Tbk, PT DCI Indonesia, dan PT Distribusi Voucher 

Nusantara Tbk (Zia, 2021). Sedangkan perusahaan asing yang tidak ada wujud fisik di 

Indonesia dengan menggunakan teori significant economic presence yaitu seperti 

Netflix, Google, Facebook, dan Spotify (Salsabilah, 2020). Hal tersebut termasuk 

sebagai salah satu kelompok pajak digital (Nurdiana, 2020). Pajak digital yang 

dimaksud yaitu produk digital yang dapat dikenakan pajak (Proconsult, 2021). Masa 

pandemi Covid-19 mengetuk pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak 

melalui produk digital.  

Melalui layanan e-commerce, produk tersebut saat masa pandemi meningkat 

pesat, karena mayoritas masyarakatnya melakukan semua aktivitas dari dalam rumah. 

Oleh karena itu semakin membuat produk digital dalam e-commerce tersebut laris 

diperdagangkan. Berikut ini disajikan gambar perkembangan transaksi e-commerce di 

Indonesia pada tahun 2018-2022. 
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Gambar 1.1 Perkembangan Transaksi E-Commerce Tahun 2018-2022 

Sumber: Rizaty, 2021 

Pada Gambar 1.1 di atas terlihat bahwa terdapat perkembangan transaksi e-

commerce di Indonesia pada tahun 2018-2022 semakin bertambah. Mengacu pada 

kenaikan transaksi, maka penghasilan yang didapat oleh perusahaan digital tersebut 

pun melonjak naik. Data pada tahun 2021 dan 2022 tersebut merupakan angka proyeksi 

(Rizaty, 2021). 

Saat ini perusahaan asing yang mempunyai kegiatan bisnis di Indonesia dengan 

memenuhi kriteria tertentu dapat diperlakukan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

dengan menggunakan Teori Significant Economics Presence, karena seiring dengan 

meningkatnya transaksi produk digital tersebut. Transaksi produk digital dengan 

menggunakan teori tersebut akan memunculkan pajak digital. Jenis pajak digital 

terbagi menjadi dua, yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (Haryadi & 

Sari, 2020). Fokus pembahasan pada penelitian ini yaitu mengenai pajak penghasilan. 

Sebelum Pajak Penghasilan (PPh) akan diberlakukan di Indonesia melalui surat 

keputusan Menteri Keuangan, transaksi digital telah diberlakukan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) untuk produk digital yang berjalan dengan baik, terbukti dengan hasil 

penerimaan pajak PPN yang meningkat pesat hingga Rp 2.6T pada Juni 2021 dari 

produk Netflix, Spotify, dan lain-lain (Indonesia, 2021). Pada Juni 2021 pengenaan 

Pajak Penghasilan (PPh) telah disetujui melalui pembahasan konsensus global dengan 

negara multilateral maka direncanakan Indonesia akan mulai menerapkannya pada 

tahun mendatang (Hariani, 2021). Konsensus global yang dimaksud yaitu perjanjian 

multilateral yang digagas oleh Organisation for Economic Cooperation and 

Development (OECD). Menurut Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati, 

dengan persetujuan konsensus global ini terkait pilar satu negara pasar termasuk 

Indonesia akan berpeluang untuk mewarisi alokasi hak pemajakan dari penghasilan 

Internasional yang diterima perusahaan digital Internasional (Hariani, 2021).  

Produk digital di Indonesia ini mengacu dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b pada 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perpu No. 1 
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Tahun 2020) terkait dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (UU No. 2 Tahun 2020) terkait dengan 

pemantapan sistem keuangan dan kebijakan finansial negara pandemi Covid-19 

dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perdagangan 

nasional dan/atau pemantapan sistem finansial. Oleh karena itu pemerintah ingin 

meningkatkan kembali penerimaan pajak dengan merencanakan pengenaan PPh untuk 

produk digital dengan kebijakan baru tersebut karena dinilai telah mampu dilakukan di 

Indonesia pada tahun-tahun mendatang agar terciptanya kesetaraan kesejahteraan bagi 

pelaksana PMSE dan pemerintah (Ramadhan, 2020). Analisis pada penelitian ini 

menggunakan teori evaluasi kebijakan yang memiliki tolak ukur efektif, efisien, 

kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan yang dapat menjawab tujuan 

penelitian penulis.  

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2020 menyebutkan tarif PPh Wajib Pajak Badan dan BUT yang sudah disesuaikan, 

perlakuan perpajakan dalam PMSE, waktu perwujudan pemenuhan dan hak kewajiban 

perpajakan, dan Menteri Keuangan yang diberikan wewenang untuk fasilitas kepabean 

dalam menanggulangi ketidaktetapan ekonomi saat pandemi dinilai sudah efektif 

(Aulawi, 2020). Disebutkan pada penelitian Hikmah (2020) adanya kantor yang 

berwujud terkait dengan BUT di Indonesia tidak diperlukan lagi dalam hal pengenaan 

PPh. Dari transaksi lintas negara masih menjadi penghalang dalam pengenaan PPh 

karena terdapat perbedaan prinsip perpajakan. Oleh karena itu supaya dapat diketahui 

keefektifan suatu peraturan diperlukan metode evaluasi Regulatory Impact Analysis 

(RIA). Menurut penelitian P. M. Pertiwi (2021) faktor yang menghambat peraturan 

tersebut karena terdapat kebijakan Internasional yang belum disepakati bersama, 

pengguna yang tidak patuh pajak, dan pandemi Covid-19. Sedangkan faktor yang 

mendukung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait penerapan peraturan Menteri 

Keuangan terhadap pajak digital yaitu terdapat objek pajak baru, untuk kesejahteraan 

pedagang konvensional dan digital dan akibat kenaikan transaksi digital. Terdapat 

peluang pada transaksi digital yang ada di Indonesia untuk dikenakan pajak sebagai 
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pendapatan negara. Pajak digital yang menjadi peluang oleh pemerintah yaitu PPh dan 

PPN. Akan tetapi terdapat pula tantangan dari pajak digital tersebut yang menjadi 

kendala dalam pelaksanaan pemajakan untuk transaksi digital terkait dengan 

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) (Arimbhi et al., 2021). Setelah 

diketahui peluang yang besar untuk menerapkan pajak pada perdagangan digital, maka 

dapat memaksimalkan pendapatan pajak negara yang dapat memenuhi target. 

Kebijakan pajak yang dinamis menyebabkan terjadi konflik antara pemerintah dan 

masyarakat, sehingga perolehan pajak yang didapat tidak substansial (Haryadi & Sari, 

2020).  

Dari latar belakang masalah tersebut muncul ketertarikan penulis untuk 

membahas mengenai topik "Evaluasi Kebijakan Pajak Penghasilan Perusahaan 

Digital di Indonesia" 

1.2   Rumusan Masalah Penelitian 

Kehadiran perusahaan digital di Indonesia cukup banyak. Telah berubahnya 

keputusan mengenai pajak digital di Indonesia melalui teori Significant Economics 

Presence yang menyebutkan bahwa tidak diharuskan adanya wujud dari kantor 

perusahaan luar negeri yang ada di Indonesia serta tidak pula diharuskan berwujud 

BUT yang dikemukakan oleh Breza. Sumber tersebut diambil dari (Faifitasari, 2020). 

Apabila seseorang atau badan mendapat penghasilan dari Indonesia maka dianggap 

mempunyai economics presence. Sehingga hal tersebut menjadi dasar untuk 

diberlakukannya PPh sebagai pajak perusahaan digital di masa mendatang. Selain itu 

dalam melakukan perpajakan PPh pada produk digital diperlukan adanya kesepakatan 

dalam konsensus global terkait dengan ketentuan P3B antar negara yang masih terdapat 

kendala. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan PPh digital agar dapat dinilai 

saat ini perkembangan kebijakan tersebut melalui kriteria evaluasi yang telah 

ditentukan.  

1.3   Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian penulis, muncul beberapa pertanyaan 

terkait topik pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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1. Bagaimana implikasi dalam mengenakan pajak digital? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah terhadap proses evaluasi 

kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan untuk perusahaan digital terkait 

dengan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia? 

3. Bagaimana pemerintah dapat mengenakan Pajak Penghasilan sebagai pajak 

digital terkait dengan Undang-Undang P3B dan bagaimana evaluasi kebijakan 

perpajakan tersebut? 

4. Bagaimana implementasi skema Pajak Transaksi Elektronik ditetapkan untuk 

memungut pajak digital di Indonesia? 

1.4   Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini saling terkait dengan pertanyaan penelitian yang penulis 

buat sebelumnya. Tujuan tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Mengetahui implikasi dari pengenaan pajak digital tersebut; 

2. Menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah terhadap proses evaluasi 

kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan untuk perusahaan digital terkait 

dengan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; 

3. Menjelaskan peran pemerintah dalam mengenakan Pajak Penghasilan sebagai 

pajak digital terkait dengan Undang-Undang P3B beserta evaluasi kebijakan 

pajaknya; 

4. Mengetahui skema Pajak Transaksi Elektronik yang ditetapkan untuk 

memungut pajak digital di Indonesia; 

1.5   Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu untuk menambah 

pengetahuan mengenai Pajak Penghasilan yang dikenakan sebagai pajak 

perusahaan digital terkait dengan peraturan pajak terbaru dibandingkan dengan 
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penelitian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi 

perkembangan ilmu Pajak Penghasilan digital untuk selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi praktisi dalam pengenaan 

Pajak Penghasilan sebagai pajak perusahaan digital serta sebagai bahan 

evaluasi praktisi, sehingga dapat diterapkan sesuai aturan perpajakan yang 

berlaku dan pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan tersebut dapat 

dilakukan secara tepat agar dapat terciptanya kesetaraan kesejahteraan pajak. 

1.6   Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan diperlukan dalam penelitian ini. Dalam penyusunan 

sistematika penelitian ini, penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bab sebagai 

berikut:  

BAB 1: PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis membahas mulai dari latar belakang, rumusan masalah, 

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian 

mengenai topik evaluasi kebijakan pajak penghasilan perusahaan digital di Indonesia. 

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis membahas mengenai landasan teori yang terkait PPh sebagai pajak 

digital beserta teori yang digunakan untuk peraturan perpajakan saat ini, terdapat 

perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu dan terdapat kerangka 

pemikiran penulis dalam penelitian ini. 

BAB 3: METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis membahas mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis 

penelitian, objek penelitian, pemilihan sampel, jenis dan sumber data penelitian, 

metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini.  

BAB 4: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Pada bab ini penulis menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang didapatkan 

setelah melakukan proses penelitian dalam bab-bab sebelumnya.  

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

serta saran yang bermanfaat baik bagi praktisi maupun penelitian selanjutnya sehingga 

diharapkan akan menambah pengetahuan dalam ilmu perpajakan kedepannya.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya 

mengenai Evaluasi Kebijakan Pajak Penghasilan Perusahaan Digital di Indonesia, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kebijakan pengenaan PPh digital di Indonesia yang masih dalam proses 

pembahasan pada konsensus global melalui OECD dan global agreement. 

Sehingga PPh perusahaan digital belum dapat terlaksana pada tahun ini. 

Implikasi dari kebijakan pajak penghasilan tersebut pun belum dapat dihasilkan 

secara sempurna karena terkendala kebijakan perpajakan yang belum tuntas di 

Indonesia. Konsekuensi yang terjadi dari peraturan tersebut adalah hanya dapat 

digunakan pada saat masa pandemi. Jika keadaan sudah tidak pandemi, maka 

Peraturan tersebut gugur. Kecuali terhadap pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) dapat dikenakan oleh produk digital. Kebijakan pengenaan PPh digital 

tersebut masih terdapat kemungkinan dapat dilaksanakan di Indonesia, akan 

tetapi harus menunggu persetujuan konsensus global. Proses evaluasi 

menggunakan teori evaluasi kebijakan menghasilkan implikasi dari kebijakan 

PPh digital yang belum memenuhi semua kriteria dalam mengukur evaluasi 

kebijakan.  

2. Pengetahuan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 

proses evaluasi kebijakan pengenaan PPh perusahaan digital dengan adanya 

Pajak Transaksi Elektronik (PTE). Walaupun saat ini skema pajak tersebut telah 

dicabut. Selain itu, pemerintah bersama OECD masih dalam proses membahas 

untuk PPh digital dalam konsensus global dan global agreement. Pajak 

perusahaan digital yang telah terdaftar BUT apabila telah mendapatkan 

penghasilan dari Indonesia, maka perusahaan tersebut akan dikenakan PPh 

Badan sesuai ketentuan yang berlaku. Indonesia masih menunggu model rules 
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dan instrument multilateral pada pilar satu dan pilar dua sampai selesai dibahas. 

Proses evaluasi menggunakan teori evaluasi kebijakan menghasilkan kebijakan 

PPh digital dengan beragam upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah 

dinilai sudah efisien. 

3. Pemerintah telah tergabung dalam anggota G20 dan global agreement yang 

salah satunya membahas mengenai pajak penghasilan dari perusahaan digital 

di Indonesia. Saat ini DJP sedang menganalisis dampak implementasi dari Two 

Pillar Solution terhadap penerimaan pajak penghasilan Indonesia. Kementerian 

Keuangan masih berupaya untuk menyelesaikan serta menunggu keputusan 

pada pilar satu dan pilar dua ditanda tangani. Harapannya dapat diperoleh target 

pendapatan PPh yang signifikan walaupun belum diketahui keputusan 

resminya. Terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan perusahaan 

digital di Indonesia masih belum dapat terpenuhi saat ini. Semua hal masih 

dalam proses pembahasan lebih lanjut. Proses pemenuhan kewajiban tersebut 

terbukti mengalami perkembangan dari tahun dan penelitian sebelumnya. 

Proses evaluasi menggunakan teori evaluasi kebijakan menghasilkan kebijakan 

PPh digital atas peran pemerintah dalam ruang lingkup Undang-Undang P3B 

dinilai sudah efisien. 

4. Skema Pajak Transaksi Elektronik (PTE) sempat diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) No. 210 Tahun 2018 terhadap e-commerce. Tetapi, 

belum ada ketentuan lebih lanjut mengenai solusi pilar satu dan pilar dua untuk 

Indonesia sehingga peraturan tersebut dicabut. Kebijakan tersebut sementara 

tidak dapat digunakan sampai dengan hasil persetujuan konsensus global 

diterima oleh Indonesia. Oleh karena itu, belum ada perlakuan perpajakan 

untuk transaksi e-commerce yang disebutkan dalam PMK No. 3 Tahun 2019. 

Proses evaluasi menggunakan teori evaluasi kebijakan menghasilkan kebijakan 

PPh digital atas skema Pajak Transaksi Elektronik (PTE) dinilai belum 

memenuhi semua kriteria dalam mengukur evaluasi kebijakan.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat 

diberikan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah 

Bagi pihak Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan lebih 

gencar lagi untuk memikirkan alternatif lain dalam upaya pengenaan pajak penghasilan 

untuk perusahaan digital supaya muncul keadilan atau pemerataan pajak antara 

perusahaan konvensional dengan perusahaan digital di Indonesia.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya agar dapat memperluas perkembangan dalam ilmu serta 

pengenaan PPh digital karena pajak penghasilan digital ini masih tergolong baru di 

Indonesia. Diharapkan setelah pajak penghasilan digital ini telah diterapkan di 

Indonesia, peneliti selanjutnya dapat mengevaluasi kembali dengan cakupan yang lebih 

luas.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Surat Izin Riset dari DJP 
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Lampiran 2: Surat Izin Riset dari Badan Kebijakan Fiskal  
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Lampiran 3: Hasil Wawancara dengan Pihak DJP 

Tanggal       : 12 Juni 2022 

Pak Johanes : Narasumber 1 

Pewawancara   : Bagaimana implikasi pengenaan pajak digital di Indonesia? 

Narasumber 1   : Sejauh ini belum ada pengenaan PPh digital atas perusahaan 

penyedia jasa digital di Indonesia, apakah yang dimaksud disini PPN atau PPh? 

Pewawancara   : Bagaimana mekanisme pengenaan PPh pada produk digital di 

Indonesia? 

Narasumber 1   : Sejauh ini belum ada pengenaan PPh digital atas perusahaan 

penyedia jasa digital di Indonesia 

Pewawancara   : Bagaimana PPh Pasal 22 dan PPh badan terkait perencanaan 

perhitungan pengenaan PPh digital yang akan berlaku pada produk digital tersebut? 

 

Narasumber 1   : PPh atas perusahaan yang menyediakan jasa digital yang 

rencananya akan diterapkan di Indonesia mengacu kepada Two Pillar Solution dari 

OECD dan berdasarkan Two Pillar tersebut, PPh yang dikenakan akan berbeda 

mekanismenya dengan PPh yang selama ini berlaku di Indonesia, terutama PPh Pasal 

22 dan PPh badan. Sehingga tidak ada pengaruh terhadap PPh Pasal 22 dan PPh badan. 

 

Pewawancara   : Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah terhadap proses 

pengenaan PPh digital tersebut terkait dengan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia? 

 

Narasumber 1   : Apabila perusahaan yang menyediakan jasa digital memiliki 

Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia dan memperoleh penghasilan yang dapat 

diatribusikan atas BUT tersebut di Indonesia, maka BUT tersebut akan dikenakan PPh 

Badan sesuai dengan penghasilannya. 

Pewawancara   : Bagaimana target penerimaan PPh digital oleh pemerintah 

terhadap proses pengenaan PPh tersebut? 

Narasumber 1   : DJP saat ini sedang menganalisis dampak implementasi dari 

Two Pillar Solution terhadap penerimaan pajak Indonesia. Diharapkan akan diperoleh 

penerimaan PPh yang signifikan atas perusahaan penyedia jasa digital namun besaran 

jumlahnya belum dapat diketahui. 

 

Pewawancara   : Apakah menurut Bapak/Ibu pengenaan PPh pada produk 
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digital di Indonesia sulit dilakukan? 

 

Narasumber 1   : Karena Indonesia akan mengacu kepada Two Pillar Solution 

dari OECD yang masih dalam tahap pembahasan oleh OECD, maka mekanisme 

pengenaannya masih menunggu draft yang ditawarkan oleh OECD. 

Pewawancara   : Apakah pengenaan PPh digital tersebut dapat berlangsung 

tahun ini di Indonesia? 

 

Narasumber 1   : Tidak, karena Two Pillar Solution yang sedang dirancang oleh 

OECD masih belum selesai dan diperkirakan tidak dapat selesai tahun ini. 

 

Pewawancara   : Dengan adanya G20 yang telah dilaksanakan di Indonesia saat 

ini akankah pajak digital dapat menghasilkan keputusan untuk segera berlaku di 

Indonesia? 

 

Narasumber 1   : Tidak, karena OECD juga sudah membuat perkiraan waktu 

(timeline) yang mengatakan bahwa Two Pillar tidak dapat selesai tahun ini dan mereka 

juga akan menyampaikannya dalam pertemuan G20 nanti. 

Pewawancara   : Bagaimana perkembangan persetujuan konsensus global 

terkait pajak digital saat ini? 

 

Narasumber 1   : Sejauh ini masih dalam proses pembahasan dan perbaikan 

secara terus menerus. 

 

Pewawancara   : Bagaimana pemerintah dapat mengenakan PPh sebagai pajak 

digital terkait dengan UU  P3B? 

 

Narasumber 1   : P3B tidak mengatur secara khusus mengenai pengenaan PPh 

atas penyedia jasa digital kecuali penyedia jasa tersebut memiliki BUT di Indonesia, 

maka penghasilan BUT tersebut yang berasal dari Indonesia dapat dikenakan PPh 

Badan. 

Pewawancara   : Bagaimana implementasi skema Pajak Transaksi Elektronik 

ditetapkan untuk memungut  pajak digital di Indonesia? 
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Narasumber 1   : Perlakuan perpajakan atas transaksi melalui sistem elektronik 

(e-commerce) sempat diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

210 Tahun 2018 namun PMK ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

berdasarkan PMK Nomor 31 Tahun 2019, sehingga saat ini belum ada aturan mengenai 

perlakuan perpajakan atas transaksi e-commerce. Indonesia masih menunggu Two 

Pillar Solution yang sedang dirancang oleh OECD untuk kemudian diadopsi di 

Indonesia. 

Pewawancara   : Dalam mengenakan PPh digital dengan teori significant 

economic presence terdapat kriteria tertentu perusahaan BUT yang dapat dikenakan 

pajak yaitu melalui peredaran bruto, penjualan dan pengguna aktif media sosial sampai 

dengan jumlah tertentu. Berapakah jumlah tertentu tersebut untuk peredaran bruto, 

penjualan, dan pengguna aktif   media sosial? 

 

Narasumber 1   : Significant economic presence saat ini diterapkan oleh negara 

India. Di Indonesia sendiri tidak ada penerapan teori tersebut sehingga tidak dapat 

ditentukan jumlah peredaran bruto, penjualan dan pengguna aktif untuk dikenakan PPh 

berdasarkan teori tersebut. 
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Lampiran 4: Hasil Wawancara dengan Pihak Badan Kebijakan Fiskal  

Tanggal       : 7 Juni 2022 

Ibu Melani  : Narasumber 2 

Pewawancara   : Bagaimana implikasi pengenaan pajak digital di Indonesia? 

Narasumber 2   : Belum ada implikasi karena belum diterapkan 

Pewawancara   : Bagaimana mekanisme pengenaan PPh pada produk digital di 

Indonesia? 

Narasumber 2   : Yang pertama, kalau belum ada BUT kita tidak dapat 

memajaki. Di Peraturan Pemerintah No. 1 ada Pajak Transaksi Elektronik ya. PTE 

digunakan untuk pelaku usaha perdagangan elektronik luar negeri yang punya ikatan 

dengan Indonesia. Kalau gak punya P3B dikenain PPh. Di BUT kan dulu, lalu kena 

PPh. Dua-duanya itu diuji materi (KMK), konsekuensi dari Perpu itu adalah pada saat 

nanti kondisi sudah tidak pandemi otomatis Perpu nya gugur. Substansi di dalam Perpu 

juga gugur. Sampai saat ini kita memang belum bikin aturan mekanisme pelaksanaan 

karena itu tadi kita masih menunggu konsensus yang mana negara-negara yang gabung 

konsensus sudah komitmen untuk tidak menggunakan itu, jadi menunggu pilar satu dan 

pilar dua. Selain itu kan sekarang sudah menuju endemi, tidak pandemi lagi jadi 

Perpunya gugur.  

Pewawancara   : Tapi nantinya perusahaan seperti Netflix, dan lain-lain apakah 

bisa dikenakan pajak bu?  

Narasumber 2   : Sampai saat ini memang tidak bisa dipajaki sebelum mereka 

berbentuk BUT. Jadi kita tidak bisa memajaki, kecuali yang punta BUT contohnya 

Facebook. tapi yang di Indonesia ini PT bukan BUT. PT nya pun gak deal sama 

komsumen di Indonesia kontraknya semua ditanda tangan oleh pihak luar termasuk 

Netflix, Apple. Jadi PT lokalnya pun gabisa kita pajaki atas penghasilan yang berasal 

dari Indonesia.  

Pewawancara   : Bagaimana untuk teori significant economics presence untuk 

produk digital tersebut bu? 

Narasumber 2  : Itu PTE kan berarti, ya otomatis gabisa kan. Itu belum 

diberlakukan. Kita baru ngomong, tapi kan kriterianya belum diatur berapa jumlah 

penjualan.  

Pewawancara   : Apakah pengenaan PPh digital tersebut dapat berlangsung 

tahun ini di Indonesia? 
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Narasumber 2   : belum bisa tahun ini. Tahun mendatang juga belum tentu bisa. 

Sepertiny sudah endemi. Keputusannya kan bersifat sementara. Perpunya itu dalam 

rangka pandemi. Maka jika dirasa tidak perlu, maka perpunya juga harus dicabut. 

Sudah gak berlaku lagi.  

Pewawancara   : Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah terhadap proses 

pengenaan PPh digital  tersebut terkait dengan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia selain 

PTE tadi bu? 

Narasumber 2   : Terkait pilar satu pilar dua. Kalau yang pilar dua sudah ada 

model rules nya tapi kan instrument multilateral belum. Kalau yang digital pilar satu 

nih. Pilar satu malah belum ada model rulesnya. Konvensi multilateralnya belum. Nanti 

untuk menerapkan pilar satu butuh tanda tangan konvensi multilateral. Nah ini masih 

jauh, masih kemungkinan di 2023. Nanti setelah ditanda tangani harus diratifikasi dulu. 

Jadi masih lama. Mungkin 2024. Karena nya pun belum kelar. Paket pilar satunya akan 

seperti apa itu sampai detail teknisnya belum keluar. Baru gambaran besar. Nanti yang 

tercangkup perusahaan-perusahaan multinasional dengan omset diatas 20 milyar euro 

dengan profit diatas 10%. Nanti yang dibagikan adalah laba hasil jual yaitu laba diatas 

10%. Tapi semuanya belum. Karena harus ada tanda tangan multilateral convention 

dulu. Dan kemungkinan nanti di 2023.  

 

Pewawancara   : Apakah menurut Bapak/Ibu pengenaan PPh pada produk 

digital di Indonesia sulit dilakukan? 

 

Narasumber 2   : Ya saat ini belum bisa, karena Indonesia udh committed join 

global agreement itu. Kan gabisa konsensus ya karena belum semua negara setuju. 

Yang setuju baru 127 dari 140 negara. Kalo consensus harus semuanya setuju, makanya 

Namanya global agreement. Nah Indonesia join dari Juli 2021. Sejak join maka negara-

negara itu dilarang untuk menerapkan pajak digital PPh bukan PPN sampe akhir 

Desember 2023.  

Pewawancara   : Dengan adanya G20 yang telah dilaksanakan di Indonesia saat 

ini akankah pajak digital dapat menghasilkan keputusan untuk segera berlaku di 

Indonesia? Nanti ya bu kemungkinan 2023 atau 2024? 

 

Narasumber 2   : G20 disini sifatnya support aja. Yang ngerjain kan negara-

negara dalam rapat-rapat OECD. Nah rapat ini masih dibahas detail teknisnya. Karena 

masih banyak yang harus dilakukan, makanya yang tadinya direncanakan 2022 ditanda 

tangani consensus jadinya dimundurin di bulan Juli mendatang.  

 

Pewawancara   : Bagaimana target penerimaan PPh digital oleh pemerintah 
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terhadap proses pengenaan PPh tersebut? 

Narasumber 2   : Gimana mau target kan gaboleh ngenain PPh digital. Kalo PPN 

boleh karena memang berdasarkan hasil konvensi makanya kita boleh ngenain PPN. 

Gak bertentangan dengan consensus. Kan kalua PPh belom boleh, dengan join global 

agreement kita komitmen untuk gaboleh ngenain digital sampe akhir 2023. Ternyta 

nanti sampe akkhir 2023 belum juga ditanda tangani multilateral convensionnya aka 

baru negara-negara itu bisa ngenain pajak digital tapi kalo udh di tanda tangani ya 

gabisa. Harus nunggu pilar satu pilar dua.  

Pewawancara   : Bagaimana pemerintah dapat mengenakan PPh sebagai pajak 

digital terkait dengan UU   P3B? 

 

Narasumber 2   : gabisa. Untuk PTE itukan Unilateral Research. Supaya 

masing-masing negara berdasrkan ketentuanya. Jadi gak masuk P3B. kenapa bisa? 

Karena yang dikenain melalui unilateral research itu bukan pajak penghasilan tapi 

pajak atas turnover. Cuma kalo kita punya global agreement pajak-pajak digital yang 

dikenakan penjual. Ini dilarang. Beda dengan PPN. PTE juga gak boleh karena PTE itu 

sejenis digital service tax yang dikenakan perusahaan digital terhadap turn over. P3B 

lain lagi. Kalo P3B sampai saat ini masih no tax. Kalo gaada BUT gabisa dipajaki. 

Nanti pilar satu melalui konvensi multilateral yang tidak akan ada P3B. setau saya sih 

perusahaan digital jarang yang punya BUT disini.  

 


